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Abstract. This document describes guidelines for Authors in writing an article in UMSIDA. This abstract section should be
typed in Italic 10 pt font and number of words of 100-150. If the article is written in Indonesian, the abstract should
be typed in English and Indonesian. Meanwhile, if the article is written in English, the abstract should be typed in
English only. The abstract should be typed as concisely as possible and should be composed of: problem statement,
method, scientific finding results, and a short conclusion. The abstract should be typed in one paragraph only and
two-columns format. All sections in the manuscript should be typed using Times New Roman font. Authors should use
this document as their article template.
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Abstrak. Dokumen ini menjabarkan petunjuk bagi Penulis dalam menyusun artikel di UMSIDA Preprints Server. Bagian
abstrak ini harus ditulis dengan huruf miring 10pt dan dengan jumlah kata 100-150. Jika artikel ditulis dalam bahasa
Indonesia, abstrak harus ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris,
abstrak harus ditulis hanya dalam bahasa Inggris. Abstrak harus ditulis seringkas mungkin dan harus tersusun atas
rumusan masalah, metodologi, hasil penemuan/pengembangan dan simpulan ringkas. Abstrak harus ditulis dalam
satu paragraf dengan format 1 kolom. Semua bagian dalam artikel harus ditulis menggunakan huruf Times New
Roman. Penulis sebaiknya menggunakan dokumen ini sebagai template artikelnya.
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1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik secara umum melibatkan sejumlah isu-isu terkait dengan efektivitas dan efisiensi layanan yang
diberikan oleh institusi pemerintah kepada masyarakat. Masalah pelayanan publik secara umum bisa meliputi
kurangnya efisiensi dan responsivitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat, birokrasi yang kompleks dan
lambat, korupsi, kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan kesenjangan dalam
aksesibilitas layanan bagi semua lapisan masyarakat. Masalah ini bisa berdampak negatif pada kepuasan dan
kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Lambatnya respons
dan layanan yang diakibatkan oleh birokrasi yang rumit dan prosedur yang panjang mengakibatkan masyarakat merasa
kesulitan mendapatkan layanan baik secara fisik maupun nonfisik misalnya informasi yang mereka butuhkan tepat
waktu. Selain itu, adanya aturan yang berlapis-lapis dan ketidakjelasan tugas tanggung jawab antar lembaga dapat
menyebabkan pelayanan menjadi terhambat. Oleh karena itu, efisiensi dalam pelayanan publik perlu ditingkatkan.
Tidak hanya mengenai efisiensi, pelayanan publik di Indonesia juga sering kali terjadi terkait aksestabilitas.
Aksestabilitas yang terbatas mengakibatkan masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil atau berpendapatan
rendah, mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik karena terbatasnya infrastruktur dan fasilitas.
Pelayanan publik yang tidak memadai dan tidak berkualitas dapat mengurangi manfaat yang diperoleh masyarakat
dari program pemerintah.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah perlu berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi
g;m meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik secara berkala. Dalam
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah menjadi acuan awal bagi pemerintah, khususnya
pemerintah daerah dalam menetapkan standar pelayanan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa alayanan
pemerintah[1]. Dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada nilai-nilai
dasar ASN yang terdiri dari Profesional, Tidak Berpihak, Memelihara serta Menjunjung Tinggi Standar Etika Yang
Luhur, Dapat Mempertanggungjawabkan Tindakan serta Kinerjanya Terhadap Publik, Memberikan Layanan Kepada
Publik Secara Jujur, Tanggap, Cepat, Tepat, Akurat, dan Santun. Nilai dasar tersebut akan diarahkan serta dijaga
dengan peraturan yang berupa kode etik Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada dalam pasal 5 ayat (2) agar
dapat bersikap/berperilaku etis seperti dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan
berintegritas tinggi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melayani masyarakat dengan sikap
hormat, sopan, dan tanpa tekanan, memegang teguh nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara), serta melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN[2]. Nilai dasar ASN harus dimiliki oleh
ASN agar dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat la'lildilp kualiatas pelayanan publik, oleh karena itu
aparatur pemerintah bertugas memberi pelayanan terhadap masyarakat harus berorientasi kepada kepentingan
masyarakat berdasarkan asas transparansi serta akuntabilitas.

Untuk memenuhi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik maka, kualitas pelayanan publik perlu
ditingkatkan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni kinerja pelayanan publik.
Sehingga kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan maka diperlukan adanya motivasi pelayanan. Dalam rancangan
motivasi pelayanan publik memfokuskan bahwa karyawan harus mempunyai kehendak mengabdikan dirinya untuk
menjadi pelayan masyarakat. Permasalahan rendahnya kualitas pelayanan publik, diantaranya di sangka ada ikatan
dengan permasalahan terkait rendahnya motivasi pada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)[3]. Dalam penelitian
yang dilakukan oleh (Ismaryati, S., 2010) menyimpulkan bahwa sebagian besar dari perubahan yang terjadi pada
kualitas pelayanan publik merupakan kontribusi dari motivasi kerja pegawal yang memberikan pelayanan publik [4].
Permasaasalahan pelayanan publik yang terjadi di negara kita, menjadi salah satu peristiwa yang besar. Hal ini dapat
dilihat dengan semakin rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat serta pemkiran yang kurang baik terhadap
birokrasi publik. Tugas pemerintah yang seharusnya melayani atau memberikan pelayanan terhadap masyarakat
dengan mudah, akan tetapi yang terjadi jusnj sebaliknya. Pelayanan terkesan dipersulit, sehingga masyarakat malas
berurusan dengan birokrasi pemerintahan. Teori motivasi pelayanan publik ini dapat di implementasikan khususnya
di negara Indonesia menjadi salah satu negara yang sedang berkembang. Di era Pemerintahan presiden Jokowi pada
ini yang terus menerus melzlkukzmnf()rmasi birokrasi serta pelayanan publik, tampaknya ini menjadi kabar baik serta
dorongan tersendiri untuk aparat sipil negara dalam upaya meningkatkan kinerjanya sebagal aparatur yang tugas
pokok serta berfungsi salah satunya yaitu memberi pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat[5].
Reformasi birokrasi yang dilakukan tidak hanya berada di tingkat pusat melainkan hingga tingkat daerah bahkan desa.

Pelayanan publik Pemerintah desa mempunyai peran penting sebagai pusat pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah desa seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 25
Tahun 2009 untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang prima. Desa dalam konteks pelayanan mempunyai
peran dalam usaha untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat perdesaan, baik dari segi administrasi maupun non
administrasi [6]. Kepuasan pelayanan menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemukan pada setiap instansi
baik pada pemerintahan maupun sektor swasta, hal ini terkait dengan pola kinerja pegawai yang mempengaruhi
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kualitas pelayanan. Oleh karena itu pegawai membutuhkan motivasi guna meningkatkan kinerjanya. Hal ini sesuai
dengan hasil penelitian (Qurbani dkk, 2020) yang menyimpulkan bahwa pegawai membutuhkan motivasi untuk
meningkatkan kinerja karena apabila pegawai termotivasi dalam bekerja maka kinerja yang dihasilkan juga akan lebih
baik lagi[7].

Penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Desa dilakukan oleh aparatur desa. Pemerintah Desa Lemujut
terdapat 10 aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi
pelayanan, kaur TU & umum, kaur keuangan kaur perencanaan kepala dusun dengan rata rata pendidikan SMA.
Menurut teori motivasi pelayanan publik dari Perry & Wise terdapat 4 indikator antara lain: ketertarikan dalam
membuatan kebijakan, berkomitmen kepada kepentingan publik, rasa empati, serta rasa pengorbanan. Berdasarkan
hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa menurut aparatur desa Lemujut dalam semua urusan
pembuatan kebijakan dalam pelayanan merupakan urusan pimpinan seperti jam operasional kerja melayani
masyarakat yang seharusnya dimulai pukul 08.00 WIB akan tetapi pegawai baru membuka pelayanan pada pukul
09.00 WIB. Hal tersebut tidak ada tindakan kebijakan dari seorang pimpinan serta tidak ada kertertarikan pegawai
lainnya untuk melakukan tindakan. Dari segi komitmen pada kepentingan publik , kondisi yang terjadi di Pemerintah
Desa Lemujut pada tingkat komitmennya dalam melayani masyarakat masih tergolong rendah dibuktikan jam
kedatangan yang tidak sesuai dengan standar operasional pelayanan publik. Selain itu, berdasarkan wawancara
masyarakat secara umum nilai rasa empati mereka terhadap masyarakat tidak sepenuhnya baik. Dalam jam operasional
kerja aparatur desa Lemujut masih mementingkan kepentingan pribadi daripada melayani masyarakat serta sikap yang
terkesan tidak ramah pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur desa Lemujut memiliki respon
yang lambat ditandai dengan keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan pelayanan disebabkan oleh keterlambatan
jam kerja para aparatur desa. Berdasarkan data presensi kedatangan aparatur Desa Lemujut dapat dilihat Kepala Desa
selalu hadir pukul 06.30 WIB atau sebelum jam operasional pelayanan sementara beberapa aparatur desa seperti Sie
Pelayanan justru melebihi jam operasional seharusnya. Akibatnya, setiap pengurusan administrasi masyarakat harus
menunggu kedatangan aparatur desa tersebut.

Tabel 1 Rekapitulasi Kepengurusan Administrasi Kependudukan Desa Lemujut

No Layanan Jumlah kepengurusan administrasi
kependudukan
Maret April Mei

1. Kartu keluarga 15 10 17
2. Akta kelahiran 5 3 3
3 Surat domisili 10 5 7
4. KTP 8 5 10
5. Akta Kematian 2 1 2

Sumber : Kantor Pemerintahan Desa Lemujut

Dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa per bulan Maretjumlah kepengurusan administrasi kependudukan
sebanyak (40), April (24), Mei (39). Dari hasil wawancara kepada beberapa warga, ada sebagian warga yang mengurus
administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan calo. Masyarakat beralasan
keterlambatan pegawai pelayanan serta urusan TU & umum tiba di balai desa pukul 09.00 WIB bahkan terkadang
bisalebih serta sikap kurang ramahnya pegawai kepada masyarakat. Sikap aparatur pelayanan publik yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsipmialrdam teori Public Service Motivation (PSM) sehingga mengakibatkan masyarakatmemilih
calo. Dapat dirasakan bahwa kondisi birokrasi perintahan pada saat ini dituntut untuk menjadi lebih baik dari tahun-
tahun sebelumnya dimana masih banyak di temukan instansi pemerintahan yang belum memenuhi standar kepuasan
masyarakat. Misalnya ketidaktepatan waktu dalam melakukan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat[8]. Serta
dapat dipahaami bahwa para karyawan di organisasi pemerintahan harusnya lebih mengedepankan kepusan kerja yang
bersifat intrinsik, seperti menyelesaikan pekerjaan, mencapai target pada suatu pekerjaan, prestasi kerja, otonomi serta
peningkatan diri. Oleh sebab itu kepuasan kerja yang sebenarnya seorang aparatur sipil negara yaitu saat mereka
mampu memberi kontribusi kepada organisasinya dan mampu memberikan pelayanan yang prima serta profesional
terhadap masyarakat sampai menumbuhkan rasa kepuasan tersendiri dalam bentuk kepuasan batin.

Oleh karena itu pada hakikatnya suatu Lembaga pemerintahan bukan saja mengharapkan karyawan dapat dan
mampu bekerja secara giat, akan tetapi bagaimana karyawan memiliki motivasi yang tinggi agar dapat meningkatkan
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kinerjanya[9]. Penelitian mengenai motivasi pelayanan publik telah dilakukan oleh (Putra dkk. 2023): (Ratna dkk.
2021); (Abror, dkk. 2021); (Surendry dkk. 2022). Hasil penelitian terdaulu terdapat kesamaan yakni keluhan
masyarakat mengenai lambatnya proses pelayanan serta tidak disiplinnya pegawai dalam waktu jam kerja dan
kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, kesimpulan tersebut sekaligus sebagai acuan bagi penulis menetapkan riset
permasalahan yang belum menjadi kajian sebelumnya atau menjadi rekomendasi penelitian selanjutnya. Adapun
kelebihan kajian ini yakni secara komperatif yakni mengenai motivasi pelayanan publik di pemerintah desa Lemujut.
Tujuan penelitian ini yakni menganalisis dan mendeksripsikan motivasi pelayanan publik dalam pelayanan
administrasi kependudukan.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis peneliian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi pelayanan publik dalam pelayanan administrasi
kependudukan. Fokus kajian mengenai pelayanan publik dalam administrasi kependudukan di Pemerintahan Desa
Lemujut. Lokasi penelitian ini berada di Kantor Desa Lemujut Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Sumber
data yang digunakan berupa data sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan
studi kepustakaan (library research). Selanjutnya data sekunder tersebut diolah, diteliti dan dievaluasi, kemudian
diklasifikasikan sesuai dengan materi pembahasan masalah. Teknik penentuan menggunakan purposive sampling,
yaitu memilih kasus yang informatif menggunakan dasar strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti[ 10].
Informan dalam penelitian ini diantaranya kepala desa lemujut, perangkat desa lemujut. Sedangkan teknik analisis
data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam [11] yang terdiri dari pengumpulan data,
reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa Lemujut
dan perangkat Desa Lemujut. Analisis hasil penelitian mengenai keberhasilan inylementasi ini menggunakan teori
Perry and Wise (1990) Public Service Motivation (PSM) dengan empat indikator yakni ketertarikan dalam pembuatan
kebijakan, komitmen kepada kepentingan publik, rasa empati, serta rasa pengorbanan.

II1. HASIL DAN PEMBAHASAN

Public Service Motivation (PSM) dapat diartikan sebagai kecondongan seseom; dalam merespons motif serta
menjadi ciri khusus suatu lembaga serta organisasi pemerintahan yang mengarah pada kebutuhan psikologis, Perry
dan Wise (1990). PSM mampu melakukan peranan penting, secara teori maupun praktis dalam manajemen pelayanan
publik. Teori PSM memberikan pandangan bahwa pekerjaan publik seharusnya sebagai pemenuhan panggilan jiwa
serta bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan semata-mata[12]. Secara umum dijelaskan oleh Perry dan Annie
(2008) sebagai kepercayaan nilai serta sikap diatas kepentingan pribadi serta organisasi, dengan tujuan agar kary awan
maupun pelayan masyarakat mau melakukan tindakan yang baik terhadap orang lain serta sanggup untuk
mengorbankan diri demi kebaikan organisasi maupun masyarakat[13]. Dengan kata lain, bahwa PSM ini bisa
dilakukan ketika karyawan atau pekerja sektor pemerintah mendapatkan sesuatu dari yang dia kerjakan dalam
melayani masyarakat. Reward tersebut bisa dalam bentuk banyak hal, seperti bonus, kenaikan jabatan dan lain lain.
Selain itu, konsep PSM mencerminkan bahwa seorang pegawai atau pelayan publik akan membawakan diri untuk
konsisten terhadap motif yang berorientasikan k()mma:[lél]. Oleh karena itu muncullah teori motivasi pelayanan
publik dari Perry and Wise (1990) yang menyatakan wa tingkat dan tipe public service motivation di kalangan
pegawai sektor publik mempunyai hubungan yang signifikan pada pilihan pekerjaan serta kinerja seorang pegawai
publik, dan terhadap efektifitas organisasi dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan dari hasil data wawancara, obeservasi serta dokumentasi penelitian mengenai Publik Service
Motivation terhadap pelayanan administrasi kependudukan pada Desa Lemujut. Motivasi pelayanan public pada
penelitian ini dianalisis menggunakan teori PSM (Publik Service Motivation) dari Perry &Wise (1990) yang terdapat
4 (empat) indikator antara lain : (a) Ketertarikan dalam membuat kebijakan (b) Komitemen terdahap kepentingan
public (¢) Rasa Empati (d) Rasa Pengorbanan.

A. Ketertarikan dalam membufkebijakan

Ketertarikan dalam membuat kebijakan publik (attraction to public policy making), dari Perry dan Wise erat
kaitannya dengan motivasi untuk mencapai prestasi. Kebijakan publik merupakan opsi pemerintah dari program yang
akan di selenggarakan untuk masyarakat yang akan mempengaruhi motivasi seorang pegawai agar dapat mencapai
prestasi dalam bGrja[]S]. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap pegawai dengan subindikator yakni
pandangan pada proses politik dalam pembuatan kebijakan, ketertarikan pada kehidupan para pembuat kebijakan,
serta ketertarikan terhadap proses pembuatan kebijakan yang bersih, kondisi aktual yang terjadi di pemerintahan
desa Lemujut yakni tingkat ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan tergolong sedang. Salah satu contoh dalam
pembuatan Peraturan Desa (PerDes) di pemerintahan desa lemujut memang melakuan diskusi terlebih dahulu dengan
aparatur desa tetapi belum mengaitkan Masyarakat umum terhadap pembuatan PerDes tersebut. Berdasarkan jumlah
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undangan yang diberikan tidak semua hadir dan berpatisipasi aktif. Hal ini juga dilihat dari jElWElellmjil pertanyaan
mengenai ketertarikan dalam membuat kebijakan publik yang diajukan. Pada Proses membuatan kebijakan publik
akan terjadi proses komunikasi antar elemen anatra lain aktor, struktur, dan organisasi. Kebijakan publik dipahami
sebagai tujuan karena kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan publik. Dapat diartikan,
kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang
diharapkan oleh publik (masyarakat)[16].
Seperti yang dipaparkan oleh nur fadilah selaku sie pelayanan umum :

“seluruh perangkat desa beserta lembaga desa juga ikut melakukan diskusi saat pembuatan perdes jika tidak ada
rembukan/diskusi maka tidak akan bisa jadi perdesnya”.

Pada gambar di bawah merupakan bukti saat pemerintah desa Lemujut sedang melaksanakan rembuk
bersama yang membahas tentang kebijakan pembangunan desa seperti pembenahan jalan serta sarana poskampling
di pemerintahan desa lemujut guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang transparans

Berdasarkan hasil wawancara dengan sie pelayanan umum & TU di Pemerintahan Desa Lemujut menyatakan
bahwa setiap pembuatan kebijakan di pemerintah desa Lemujut semua perangkat terlibat pada pembuatan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan. Aparatur desa Lemujut memahami dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat
kepentingan-kepentingan masyarakat. Aparatur desa Lemujut berharap jika kebijakan-kebijakan yang telah diambil
akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat selaku penerima layanan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksudkan
ialah kebijakan secara umum tidak spesifik di pelayanan administrasi kependudukan, Seluruh perangkat desa ikut
andil dalam membuat suatu kebijakan yang akan diimplementasikan di desa Lemujut. Pegawai di pemerintah desa
Lemujut kadangkala memberikan krititk dan saran pada kebijakan yang akan atau telah diimplementasikan.
Khususnya mengenai kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh
pemerintah desa Lemujut dengan berpedoman pada SOP, UU Pelayanan Publik walaupun kondisi aktual terdapat
beberapa ketidaksesuaian salah satunya pada jam operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sie pelayanan umum & TU di Pemerintahan Desa Lemujut menyatakan
bahwa setiap pembuatan kebijakan di pemerintah desa Lemujut semua perangkat terlibat pada pembuatan kebijakan
dan pelaksanaan kebijakan. Aparatur desa Lemujut memahami dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat
kepentingan-kepentingan masyarakat. Aparatur desa Lemujut berharap jika kebijakan-kebijakan yang telah diambil
akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat selaku penerima layanan. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksudkan
ialah kebijakan secara umum tidak spesifik di pelayanan administrasi kependudukan, Seluruh perangkat desa ikut
andil dalam membuat suatu kebijakan yang akan diimplementasikan di desa Lemujut. Pegawai di pemerintah desa
Lemujut kadangkala memberikan kritik dan saran pada kebijakan yang akan atau telah diimplementasikan.
Khususnya mengenai kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh
pemerintah desa Lemujut dengan berpedoman pada SOP, UU Pelayanan Publik walaupun kondisi aktual terdapat
beberapa ketidaksesuaian salah satunya pada jam operasional.

Pentingnya pegawai dalam bisa ikut serta mendukung kebijakan yang telah ditetapkan akan mendorong pegawai
untuk lebih memahami dengan setiap kebijakan yang diterapkan. Sehingga pegawai dapat memberikan saran terkait
pengambilan kebijakan-kebijakan tersebut. Selain itu, Karyawan juga merasa lebih dilibatkan bukan hanya sebagai
pelaksana akan tetapi juga dalam proses pembuatan kebijakan dimsp()n positif dari Masyarakat selaku sasaran utama
yang merasakan hasil dari suatu kebijakan. Hal ini seirama dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] bahwa
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attraction to public policy making dapatditunjukkan dengan sikap rasa terpikat untuk ikut membuat kebijakan publik,
peduli dengan politisi, aktif dalam setiap rapat serta tertarik pada hal yang sedang terjadi di lingkungan kerja.
B. Komitmen terhadap kepentingan publik

Komitmen pada kepentingan umum serta kewajiban selaku warga negara (commitmen to public interest and
civic duty) merupakan motif ataupun kehendak untuk melayani kepentingan publik dapat berbentuk kepentingan
pribadi dalam program maupun pelayanan publik tertentu faktornya yaitu sikap kasih sayang maupun keyakinan yang
tulus kepada kepentingan sosial[17]. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu wujud dari
komitmen terhadap kepentingan publik. Implementasi yang diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan
publik yang prima. Menurut Mathis and Jackson (2001) komitmen organisasi merupakan tingkat kepercayaan dan
penerimaan tenaga kerja terhadap tujuan organisasi dan mempunyai keinginan untuk tetap ada didalam organisasi
tersebut[18]. Berdasarkan hasil wawancara dengan sub indikator yakni kepercayaan dan penerimaan aparatur terhadap
tujuan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di pemerintah desa Lemujut diperoleh bahwa aparatur
memahami namun tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Aparatur desa memiliki keinginan untuk tetap berada
dalam birokrasi pemerintah desa Lemujut, akan tetapi dalam perspektif kedisiplinan kinerja masih perlu ditingkatkan.
Hal ini ditunjukkan dengan ketidaksesuaian jam kedatangan aparatur pelayanan.

Pada lingkungan kerja komitmen pegawai pada lembaga sangat penting, dikarenakan seberapa jauh komitmen
pegawai pada suatu lembaga tempat mereka bekerja, sangat menentukan lembaga itu dalam mencapai tujuannya.
Sebab itu berdasarkan hasil wawancara terhadap Masyarakat desa setempat dapat di simpulkan bahwa adanya
perlakuan yang beda terhadap warga satu dengan yang lainnya.

Seperti yang dituturkan oleh warga yang berinisial D yang mangatakan:

“ketika saya menyampaikan keluh kesah warga perihal bantuan aparatur desa terkesan menjawab dengan
sinis . Dilain sisi warga yang berinisial A mengatakan “bahwa pelayanan aparatur desa biasa saja, saat melayvani
administrasi pun tidak bertele-tele”.

Dari 5 (lima) narasumber, 2 (dua ) yang berpendapat bahwa kinerja aparatur desa yang masih kurang loyal dalam
melayani Masyarakat, sementara 3 narasumber berpendapat bahwa kinerja aparatur desa biasa saja tidak lambat dan
juga tidak cepat pula. Hal ini menunjukkan masih kurang nya tingkat komitmen para aparatur desa dalam menjadi
pelayan publik. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat komitmen maka otomatis kinerja pegawai juga akan semakin
meningkat, oleh karena itu komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan[19]. Pada saat pemintaan
data terdapat respon yang kurang baik dari aparatur desa yang mengatakan bahwa data yang dibutuhkan tidak ada
dengan bahasa yang terkesan kurang sopan dan tidak ramah. Tetapi, Ketika dilakukan permintaan yang sama di
hadapan kepala desa, aparatur memberikan jawaban B‘IWEI akan mencarikan data yang diminta. Menurut Greenberg
dan Baron (2003), pegawai yang mempunyai tingkat komitmen organisasional yang tinggi merupakan pegawal yang
akan lebih stabil serta lebih produktif sehingga akhirnya akan jauh lebih menguntungkan bagi suatu organisasi ataupun
perusahaan. Meyer dan Allen dalam Greenberg dan Baron (2003), mengemukakan bahwa pegawai yang mempunyai
komitmen organisasional akan dapat bekerja penuh dedikasi, karena-nya pegawal yang mempunyai komitmen tinggi
beranggapan bahwasannya hal paling penting yang harus dicapai yaitu pencapaian tugas dalam organisasi. Pegawai
yang mempunyai komitmen organisasional yang ting gi juga mempunyail pandangan yang positif serta akan melakukan
yang terbaik terhadap kepentingan sebuah organisasi. Hal ini membuat karyawan mempunyai keinginan untuk dapat
memberikan tenaga serta tanggung jawab yang lebih mendukung kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya
bekerja[20]. Berdasarkan tingkat produktifitas, kondisi aktual yang terjadi di pemerintah desa Lemujut, petugas
pelayanan administrasi kependudukan belum tiba sedangkan masyarakat sebagai pengguna layanan menunggu
beberapa waktu. Keterlambatan kedatangan aparatur pelayanan memengaruhi ketepatan waktu pelayanan. Hal ini
menunjukkan komitmen aparatur tcrnjilp kepentingan publik masih perlu ditingkatkn. Ketika seseorang diterima
pada sebuah Lembaga pemerintahan mereka terikat dengan tanggung jawab serta tuni. Tugas dan tanggung jawab
yang utama seorang karyawan yaitu mengabdi kepada masyarakat. Karyawan harus belajar mengedepankan
kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan lainnya. Dengan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab berarti
k;u‘yanm telah berhasil menyelesaikan tanggung jawab terhadap negara[21].

Dalam teorinya, Perry (1990) menyebutkan bahwa dalam motivasi pelayanan publik seorang karyawan harus
mempunyai keyakinan serta kepercayaan penuh pada tugas dan tanggng jawab dengan dapat memposisikan
kepentingan publik lebih tinggi dari pada kepentingan individu ataupun golongan. Hal ini menunjukkan arti dari
seorang pengabdi masyarakat yang sesungguhnya karena-nya, seorang karyawan merupakan pclayannasyarakat
Artinya, sudah menjadi kewajiban pegawai pelayanan publik membaktikan dirinya demi kemakmuran masyarakat.
Se()rﬂ; karyawan yang mempuyai komitmen terhadap kepentingan publik yang tinggi juga mempunyai kemauan
pada hal-hal yang terjadi dilingkungan sekitarnya, mempunyai kontribusi pada lingkungan sekitar tanpa terbesit rasa
egois, mempunyai kesadaran terkait pentingnya arti pelayanan publik, dapat memprioritaskan kepentingan masyarak at
lebih dari kcpcntingagliri sendiri, serta mempunyai kesadaran bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab
terhadap negara[ 15]. Motivasi kerja dapat ditingkatkan jika terdapat keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan
organisasi. Selain itu diperlukan juga seorang pemimpin/pimpinan yang memberikan motivasi terhadap pegawai agar
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apa yang menjadi motif dengan harapan dapat terpenuhi sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi
dirinya, waktu, dan tenaga secara penuh dalam upaya meningkatkan tingkat produktivitas kerja. Pada sebuah
organisasi seperti Lembaga pemerintah, motivasi memang diciptakan untuk menumbuhkan rasa semangat kerja
pegawai dalam lembaga tersebut sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik. Agar karyawan dapat bekerja dengan
baik maka karyawan harus diberikan dorongan kerja sehingga muncul didalam dirinya motivasi untuk bekerja lebih
giat untuk mencapai tujuan organisasi serta memenuhi kebutuhan hidupnya[9]. Berdasarkan hasil observasi di
lapangan serta waw ancara dengan masyarakat selaku penerima layanan dari pemerintahan desa lemujut merasa bahwa
ada beberapa aparatur desa yang bertindak tidak sesuai SOP. Masyarakat berpendapat kadangkala aparatur kurang
memiliki rasa tanggung jawab sebagai pelayanan masyarakat. Aparatur desa sering kali mengalami ketidak sesuaian
pada jam operasional pada jam operasioanl pelayanan. Aparatur memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan
yang terbaik. Citra pelayanan dari aparatur yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra organisasi.
Masyarakat berharap, aparatur desa lemujut lebih memahami dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai pelayanan
masyarakat yang pada hakikat nya tidak hanya tentang mengabdi kail Masyarakat dengan baik akan tetapi,
sinegritas serta komitmen aparatur sipil dalam menjalankan tugasnya. Bila merujuk konsep serta teori public service
motivation dari Perry dan Wise, serta keterkaitannya dengan kinerja ASN, pada dasarnya ASN adalah pribadi-pribadi
yang terseleksi dalam mengjalankan tugas dan bertanggung jawab untuk memberi pelayanan prima terhadap
masyarakat dalam rangka mencapai kinerja yang lebih optimal. Dengan kata lain public service motivation yang positif
akan menghasilkan ASN yang berdedikasi tinggi terhadap tugas serta kewajibannya sehingga dapat menumbuhkan
tingkat kinerja dari suatu organisasi tersebut[22].

C. Rasa empati

Manusia merpakan makhluk hidup yang berkaitan antara satu orang dcngaafang lain dalam latar kehidupan
sosial. Manusia mempunyai hakikat mendalam yang artinya dia akan mengalami perkembangan dalam segala aspek
sesuai dengan kemajuan peradaban sebuah zaman sehingga ia akan menjadi manusia yang mempunyai peran paling
tinggi dalam kehidupan sosial[23]. Berdasarkan konsep ini, reformasi dalam pelayanan publik terus menerus
dilakukan agar dapat menghasilkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada masyarakat. Maka,
penyelnggaraan layanan yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai layanan publik baik di tingkat pusat hingga ke
tingkat desa harus diimplemetasikan. Salah satu dari nilai-nilai layanan publik yakni empati. Sifat empati
(compassion) merupakan rasa kemauan untuk memberi pertolongan terhadap orang lain. Dapat diartikan, motif ini
némualt sifat mengedepankan kepentingan orang lain (altruism), faktornya ialah tentang kepeduian untuk mau
merasakan perasaan orang lain (empathy), kepedulian yemﬂinggi terhadap pelanggan, keyakinan moral (moral
conviction), serta keinginan-keinginan prosocial lainnya[ 1 7]. Secara detail indik ator empati terdiri dari lima hal yaitu:
pemahaman mengenai perasaan orang lain, tingkat kca(aau pada seseorang, kepekaan terhadap bahasa non-verbal
yang ditunjukkan oleh orang lain, kemampuan responsif terhadap masalah yang dihadapi, kemampuan
mengendalikan dirl dalam membantu seseorang[24]. Tanggungjawab sebagai pemberi layanan publik menuntut
setiap aparatur memili rasa empati yang tinggi karena heterogenitas penerima layanan. Berdasarkan hasil waw ancara
dari salah satu warga yang mempunyai pengalaman kurang menyenangkan terkait sikap dari salah satu aparatur desa,
warga tersebut menuturkan kepada aparatur desa bahwa tidak sedikit warga sekitar yang mempertanyakan masalah
bantuan yang ada di desa lemujut yang menurut beberapa warga setempat bantuan tersebut tidak merata. Respon
salah satu aparatur desa tersebut justru mempertanyakan hak dan jabatan salah satu warga tersebut. Pada hakikatnya
bukan tentang jabatan atau hak Masyarakat boleh bertanya atau tidak melainkan sebuah kewajiban seorang aparatur
pemerintah yang harus sigap dan siap merespon segala keluhan dari warga nya. Ketidakbijaksanaan aparatur desa
dalam merespon keluhan dari Masyarakat membuat Masyarakat kecewa dan enggan untuk bertanya Kembali.
Penerima layanan tidak berpatok pada suku, ras, agama, ataupun usia tertentu. Aparatur pelayanan administrasi desa
Lemujut berdasarkan indikator pemahaman perasaan dan tingkat kepekaannya, masih perlu ditingkatkan hal in1
ditunjukkan dengan kurang ramahnya aparatur dalam memberikan pelayanan. Walaupun demikian dari segi kepekaan
bahasa non-verbal dan kemampuan mengendalikan diri dalam membantu seseorang memiliki pendapat yang
memuaskan dari masyarakat. Jika terdapat masyarakat yang kesulitan dalam proses pelayanan administrasi maka,
aparatur tidak segan memberikan bantuan dan penjelasan terkait kendala yang dihadapi. Hal ini juga menunjukkan
aparatur memiliki kemampuan responsif terhadap masalah.

Berdasarkan paparan dari nur fadilah sebagai sie pelayanan umum mengatakan bahwa:

“kami siap membantu di luar jam kerja apabila dibutuhkan pelayanan administrasi dengan syarat benar-benar
darurat”.

Aparatur Desa Lemujut yang terlihat terlambat pada saat jam kerja akan tetapi selalu merespon Masyarakat yang
sangat membutuhkan pelayanan administrasi di luar jam kerja. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang mengatakan
bahwa kami selalu bersedia membantu masyaratkat yang ingin membuat surat apapun yang berbentuk sangat penting
dan mendesak, tetapi jika tidak begitu penting dan mendesak akan dibuatkan esok hari.

Masyarakat memberikan kritik dan saran agar aparatur desa Lemujut melakukan evaluasi kinerja secara berkala
agar dapat melakukan pembenahan. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan dan penetapan sistem reward-
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punishment. Sistem reward bertujuan agar aparatur lebih termotivasi untuk meningkatkan lnerjzl, mematuhi SOP,
dan memiliki sikap profesionalitas kerja yang sesuai dengan etika pelayanan publik. Usaha tersebut dilakukan agar
dapat terwujudnya aparatur sipil negara yang berkompeten, berkualitas, profesional, berdedikasi tinggi, memiliki
loyalitas, integritas, responsif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat terwujud
jika motivasi pelayanan publik dapat terimplementasi di kalangan pejabat publik sehingga mereka dapat mulai
melayani masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.[5]. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian
[14] bahwa rutin memberikan motivasi, pelatihan dan pembinaan kepada ASN untuk meningkatkan kinerja dalam
melayani masyarakat.

D. [fika pengorbanan

Pengorbanan diri (self-sacrifice), merupakan sikap cinta tanah air (patriotism), indikatornya yaitu rasa
bertanggugjawab terhadap tugasnya (duty), serta setia (loyalty) terhadap negara[17].

Seperti yang dituturkan oleh warga yang berinsial Y yang mengatakan bahwa :

“ jika aparatur desa melayani masyarakat terkesan tidak mau tau dan saat melayani masyarakat terkesan beban
bagi aparatur desa .

Berdasarkan hasil wawancara terhadap aparatur pelayanan diperoleh bahwa aparatur telah memahami tugas
pokok dan fungsinya sebagai pemberi layanan publik. Akan tetapi, implementasi dari indikator tanggungjawab
terhadap tugas menurut masyarakat masih kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan ketidakdisiplinan apartur terhadap
waktu pelayanan. Masyarakat menganggap apatur pemberi layanan administrasi kependudukan perlu meningkatkan
rasa tanggungjawabnya. Jika ditinjau berdasarkan loyalitas, aparatur masih kurang loyal. Hal ini ditunjukkan pada
saat mendekati jam operasional berakhir akan tetapi terdapat masyarakat yang datang untuk meminta layanan,
Bill‘illul‘ menanggapl dengan sikap yang kurang ramah. Hal ini dapat terlihat bahwa motivasi kerja masih rendah.
Salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya tingkat motivasi kerja perangkat desa selama ini yaitu
ketidakjelasannya sistem reward-punishment. Model motivasi yang dibangun harusnya dapat mengekspresikan
secara detail apa yang dinilai salah, kurang baik, kurang standar di satu sisi serta apa yang baik, memenuhi standar
dan mencapai prestasi. Dengan demikian struktur program motivasi akan dapat mudah dibuat untuk merespon
kegagalan ataupun keberhasilan aparatur desa[25].

IV.SIMPULAN

Motivasi pelayanan publik atau Public Service Motivation (PSM) merupakan hal yang sangat penting yang
mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Jika aparatur memiliki motivasi pelayanan yang baik maka kualitas
pelayanan juga akan baik dan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarkat terhadap pelayanan publik. Akan tetapi,
dalam implementasinya, motivasi pelayanan publik salah satunya pelayanan administrasi kependuduk an di pemerintah
desa Lemujut masih rendah. Berdasarkan indikator ketertarikan terhadap pembuatan kebijakan, pelayanan
administrasi kependudukan berada dalam kategori sedang, sedangkan pada indikator komitmen terhadap kepentingan
publik masih perlu ditingkatkan. Kurang disiplinnya aparatur mengenai jam operasional layanan menjadi masalah
yang harus dibenahi. Berdasarkan indikator rasa empati dan rasa pengorbanan, pelayanan administrasi kependudukan
perlu ditingkatkan dari keramahan pelayanan serta rasa tanggungjawab terhadap tugas. Faktor-faktor yang
memengaruhi rendahnya motivasi pelayanan ini salah satunya ialah tidak adanya sistem reward-punishment yang
mengakibatkan aparatur bertindak tidak sesuai dengan etika pelayanan dan SOP pelayanan publik. Pemerintah desa
Lemujut perlu melakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait kinerja aparatur, menerapkan sistem reward-
punishment, memberikan motivasi, pelatihan dan pembinaan agar dapat meningkatkan motivasi pelayanan publik.
Peran seorang pemimpin juga amat penting dalam upaya meningkatkan motivasi pelayanan. Pemimpin perlu bertindak
tegas dalam mendisiplinkan anggota organisasi agar dapat mencapai tujuan.
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